
SALINAN

BIIPATI KEDIRI
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DEI{GAI{ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BT'PATI KIDIRI,
Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor l47l maka pelaksana
pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2015 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomorl9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor2730) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2.

3.





4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O 15);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun2oOg tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun2Oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9) ;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor4593) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah, (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tenlang peraturan

Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 200O Nomor lO/Seri
D);

19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan l,embaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 (lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 134);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Peralgkat Daerah

Kabupaten Kediri (lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2O16 Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 147);

Dengan PersetuJuan Bersama

DEITAN PERWAI(ILIIN RAI(YAT DA.ERAII I(ABT'PATEI{ KEDIRI

dan

BUPATI I(TDIRI

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAII DAERAH TENTANG PERITBAIIAII KEDUA ATAS

PERATURAIT DAERAII NOMOR 17 TAIIUil 2011 TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAIT DAERAII.





2.

4

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan DaerahNomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan l,embaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 134) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Wilayah perizinan Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur
dalam Peraturan Daerah ini meliputi pemakaian tanah,
pemakaian lapangan olah raga, pemakaian gedung/bangunan,
pemakaian alat berat, pemakaian alat penelitian laboratorium,
pemakaian timbangan ternak, dan pemakaian kios/pertokoan
yang merupakan milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri
dan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kediri.

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga ketentuan Pasal 6

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
pemakaian kekayaan daerah.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan
tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

(3) Yang dimaksud Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. pemakaian tanah;
b. pemakaian lapangan olah raga, gedung/bangunan;
c. pemakaian alat berat;
d. pemakaian alat penelitian laboratorium;
e. pemakaian timbangan ternak di pasar hewan; dan
f. pemakaiankios/pertokoan, pemakaian kolam ikan dan

kolam pemancingan.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan
sebageimsla dimaksud dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.
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(2) Perangkat Daerah pelalsana pemungutan retribusi
kekayaan daerah berdasarkan strulrtur dan besarnya tarif
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Pasal 33 dihapus.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 20-l- 2Ol7

BT'PATI KII'IRI,
ttd

HARYAITTI SUTRISITO

Diundangkan di Kediri
padatanggal 20 - 1 - 2Ol7

SEIIRETARIS DAERAII NABI'PATEIT XEDIRI

ttd
SUPOYO

LEUBARAIT DAERAII KABT'PATEI{ IIEDIRI TAHT'I| 2O1? ITOMOR 4

I{OREG PERATT'RAIT DATRAII XABT'PATEIT KEDIRI, PROVIil$ JAIf,A TIMTIR:
o4-4l2Ot7

Sallnan :ecual dengan asllnya
a.n. BUPATI XEDIRI

DAERAH

SUPOYO



\



PEN.'ELASAN
ATAS

PERATT'RAN DAERAII I(ABI'PATEIT I(EDIRI
NOMOR 4 TAIIUIY 2017

TEI{TANG

PERUBAIIAIT I{EDUA ATAS PERATI'RAN DAERATI

NOMOR 17 TAIIUN 2O11 TENTAI{G REf,RIBUSI PEMAI(AIAN

KEI(AYAAIT DAERAII

L UMUM

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O16 Nomor 5, Tambahan

kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1471, maka kelembagaan

pelaksana pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten

Kediri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan

kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 134) perlu disesuaikan.

II. PASALDEMIPASAL
Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 33

Dihapus.
Pasal II

Cukup jelas

TAMBAIIAN LEMBARAIT DAERAH KABT'PATEI{ IIEDIRI I{OMOR 15O





LAi,IPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR i 4 TAHUN2017
TANGGAL:20 -1 -2017

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN OAEFAH

A PEMAKAIAN TANAH

NO JENIS PELAYANAN rARIF (Rp)
LAMA

PEMAKAIAN

1 a Pemanfaatan tanah permanen seperti
pemasangan reklame dan/atau kegiatan yang

sejenis dengan tujuan memperoleh keuntungan

b Pendirian kios, los, warung, depot dan bagunan

non permanen

c Pendirian kios, los, warung, depot dan bangunan
permanen

d Tanah tegal produktif sebagai usaha pertanian

e Tanah tegal tidak produktif sebagai usaha
pertanian

6.000

3.000

5.000

15.000.000

3.000.000

meter/bulan

meter/tahun

meter/tahun

hektarnahun

hektar/tahun

2 Untuk Pertanian
1. Tanah Produktif
A1 = 3 kali tanam dengan akses kend roda 4
42 = 3 kali tanam dengan akses kend roda 2

A3 = 2 kali tanam dengan akses kend roda 4
A4 = 2 kali tanam dengan akses kend roda 2

2. Tanah kurang produktif
Bl = 1 kali tanam dengan akses kend roda 4

82 = 1 kali tanam dengan akses kend roda 2

Untuk Bangunan
1. Bangunan permanen tidak dipakai usaha

2. Bangunan tidak permanen tidak dipakai usaha

3. Bangunan permanen dipakai usaha
4. Bangunan tidak permanen dipakai usaha

Untuk kolam

1 .000
900
700
600

450
350

1.000
750

1.750
1.250

1.200

meter/tahun
meter/tahun
meter/tahun
meter/tahun

meter/tahun
meter/tahun

meter/tahun
meter/tahun

meter/tahun
meter/tahun

meterltahun





1 2 5 6
D lGedung Convention Ha[ SLG

| 11 Untrk main hall dengan fasilitas fu
I air conditioning, halt seluas EOO m2

J a) untuk keperluan rapat-rapat,
I perlemuan resmi. hari nasional

I dan pertemuan yang bersifat
l mr-
I i siang atau matam hari
I Aengan durasi maksimet 5

I lrimay ;am

I ii durasi pemakaian sehari
I atau semalam

I b) untuk keperluan pertuniukan

I i pertunjukan tanpa

I memungut biaya perkawinan

I Oan pesta sehari semalam

II I pertunjukan denEan

I memrngut biaya

l2) vtP room

I 3) ruang prasmenan

l4) resto/tarif berlaku salu resto
I

| 
5) ruang pengetota 't

| 6) ruang pengetota 2
I

7) ruang pengelola 3

8) ruang serba guna

9) leras balkon/ tarif berlaku 1 teras
balkon

10) Sub Hall
'I l) informalion halu tarif berlaku 1

informalion hall
'12) perlengkapan pendukung

a) panggung ukuran 6 m x 12 m
b) kursi WP/ buah

c) kuIsi tipaubuah

d) pengeras suare untuk
pertunjukan pesla yangbersifat
umum lanpa memungul biaya 

]- 800 watt 
]- 1.600 watt 
I- 3.200 watt 
Ie) pengeras suara untuk 
I

perlunjukan pesta yang beBifat 
I

umum dengan memungut biaya I

- 800 watt 
I- 1.600 watt I

3.200

Rp

Rp

15.000.000

22.500.000

Rp 25.000.000

Rp 30.000.000

Rp '1.000.000

Rp 1.050,000
Rp 1.100.000

Rp s00.000
Rp 5s0.000

Rp 1.150.000

Rp 1.000.000

Rp s00.000

Rp 2.200.0oo

Rp 500.000

750.000

6.500

2.500

400.000

500.000

1.500.000

400.000

500.000

1.500.000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

I

I

I ,nt,t rz i",

I ."n"n "".",r,

I

luntuk sehari semrtr-

I

luntuk 
sehari semalam

I p"t n"ti

I oer lari

I cer harl

I cer nari
per hari

i::l:i
per hari

per hari

sound

- Rapat
- elakon

- kamwitan/band

sound

- Rapat

- eledon
- kanwitan/band

E Basement Monumen SLG

1) uniuk keperluan pemerinlahan dan
sosial
a) kursi lipal (per buah)
b) sound

- 800 wati
- 1.600 watt
- 3.200 watt

2) untuk keperluan b€rsifal umum

a) kursi lipal (per buah)
b) sound

- 800 watt
- 1.600 watt
- 3 2OO wett

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Ro

500.000

3.500

400.000
500.000

1.500.000
1.500.000
7.500.000

3.500

400.000
500.000

'1.500.0oo

- Rapat
- elefton
- kanwitan/bad

lanpa AC
menggunakan AC

- Rapat
- elekton
- ka awitan/band





B PEMAKAIAN I-APANGAN OLAHMGA, GEDUNG / BANGUNAN

No JENIS PELAYANAN TARIF LAMA PEMAKAIAN
1 2 6
1 Lapangan Canda thirawa

1) untuk kaperluan pertunjukan dengan
memungut biaya

2) untuk keperluan pertunjukan yang
bersifat sosial keagamaan

3) untuk pertandingan olah raga
memungul biaya masuk

4) untuk keperluan rapat atau
perlemuan yang tidak m€mungut
biaya masuk

Rp 2.000.000

Rp 500.000

Rp 1.000.000

Rp 500.000

(sehari semalam)

(sehari semalam)

(per hari)

(per hari)

B Lapangan Tenis

1) untuk keperluan latihan 1 (satu) kati
seminggu dalam 1 (satu) bulen unluk
satu klub dengan satu lapangan
dengan batas pemakaian paling lama
4 (empat) .iam
a) lapangan tenis lerbuka
b) lapangan tenis tertutup

2) untuk keperluan pertandingan I
(satu) hari dengan salu lapangan
a) lapangan tenis terbuka
b) lapangan tanis tertutup

Rp

Rp

Rp

Rp

75.000

125.000

75.000

125.000

Maks. 4 jam

Maks. 4 jam

salu hari

satu hari
Gedung Bagawanta Bhari
1) uniuk keperluan rapat-rapai,

pertemuan resmi, hari nasional dan
pertemuan yang bersifat umum:
a) siang atau malam hari dengan

waktu paling lama 6 jam

sehari semalam

untuk keperiuan pertuniukan, pesta
yang beBifat umum pada waktu
siang atau malam hari :

a) pertunjukan lanpa memungut
biaya perkawinan dan pesla :

i gedung, air dan listrik

ii kursi lipat (per buah)

iii pengeras suara
- 800 watt
- 1.600 watt
- 3.200 watt

iv lampu panggung
b) pertunlukan dengan memungul

biaya ;

i gedung, air dan listrik
ii kursi lipat (per buah)
iii pengeras suara

- 800 watt
- 1.600 watt
- 3.200 watt

iv lampu panggung

c) AC Portable 5 PK

2)

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
RP

Rp

Rp

Rp

Rp 2.000.000
Rp 2.500

250.000

500.000

500.000

1.000.000

1.250.000

2.500

400.000

500.000
1.500.000

'12s.000

400.000
500.000

1.500.000
125.000

1.000.000

siang hari

malam hari

siang hari

malam hari

kapasitas listik maks.
7700 watt

sound
- Rapat

- elekton
- karawitan/band

sound
- Rapat
- elekton
- karawitan/band

per hari/unil





'l 2 5 6
2 lGr

l^

B

edung Serbaguna Pare

lUntuk keperluan rapat-rapat, perlemuan

lresmi, hari nasional, dan pertemuan

Jyeng bersifat umum

l1; siang atau malam hari dengan waktu
I paling lama 5 (lima) tam
12) sehari semalam

luntrf t"purtr"n perlunjukan, pesta yang

lbersifat umum pada waktu siang atau
lmalam hari

ll) pertunjukan tanpa memungut biaya,

I perkawinan dan pesta

I a) gedung utama

I b) air dan tistrik

lz1 penun;utan Kesenian dan otahraga
I dengan memungul biaya:
I a) gedunE utama

I o) air oan tistrik

I
I

75.000

150.000

150.000

100.000

200.000

150.000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Sa

A

B

rnggar Budaya Pare

lUntuk keperluan rapat-rapat, perlemuan

lresmi, hari nasional, dan pertemuan

lyang bersifat umum

It1 siang atau melam hari dengan waktu

I paling lama 5 (lima) jam

l2) sehari somalam

lUntuk keperluan pertunjukan, pesta yang

lbersifat umum pada waklu siang atau
lmalam hari

It1 pertunlukan tanpa memungut biaya,
perkawinan dan pesta

a) gedung utama

b) air dan listrik
2) pertunjukan dengen memungut biaya

:

a) gedung utama

b) air dan listrik

50.000

100.000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

150.000
't00.000

200.000

150.000





. . O PEMAKAIANALATBERAT

D PEiiAKAIAN ALAT PENELITTAN LABORATORIUM

1 Pemekaian alat penelitian laboratorium.ialan bidang PU

NO JENIS PELAYANAN
KAPASITAS

TON
TAHUN

PEMBUATAN
TARIF (Rp)

PETAXAIAN/
JAIS/HARU

BULAN

1 2 3 4 5 b

1

2

3

4

5
b
7
a

9
10
11

12

14
15
16
17
18

WALLS PU III (SAKAI)

WALLS PU IV (SAKAI)

WALLS PU V (SAKAI)

WALLS PU VI (BARATA)

WALLS PU VII (BARATA)

WALLS PU VIII (BARATA)
WALLS PU IX (BARATA)
WALLS PU X (BARATA)

WALLS PU XI (BARATA)

WALLS PU XIII (BARATA)

WALLS PU XIV (BARATA)
WALLS PU XV (BARATA)

FLAT BED TRUCK (IZUSU)
MESIN PEMECAH BATU
WHEEL LOADER
EXCAVATOR (KOBELCO)
COMPRESOR
TANDEM ROLLER MGD l OOO

8-10
8-10
4-5
6-8
6-8
6-8
6-8
2.5
2.5
6-8
6-8
6-8
3.5
'10

1.8
0.8

0.98

1971

1973

1973
197 4

197 5
1976
1977
1980
1981

1983
2008
2008
1995
1989
2008
2009
2008
2008

125.000,00
'125.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
75.000,00
75.000,00

100.000,00
125.000,00
125.000,00

150.000,00
6.250.000,00

100.000,00
250.000,00
200.000,00
200 000,00

HARI

HARI

HARI

HARI

HARI
HARI
HARI
HARI
HARI
HARI
HARI
HARI

HARI
TAHUN

JAM
JAM
HARI
HARI

NO JENIS PENGUJIAN VOLUME
TARIF SEWA

ALAT (Ro)
,| 2 3 4

1

2

c

4

5

Laboratorium tanah (GEOTEKHNIK)

a Kadar air tanah
b Atteberg limit (batas cair)
c Analisa saringan

Pengambilan contoh asPal keras
dari drum

Aggregate (Bahan/Material)
a Gradasi (analisa saringan)
b Berat ienis
c Berat isi

Benda uji (Kubus silindsr beton)

a Kuat tekan beton

b Kubus beton
c Silinder beton

lKepadatan lapangan

I a DPC (dynamic cone penetration)
II b Sand cone

1 sample
1 sample
1 sample

1 sample

1 sample
1 sample
1 sample

1 sample

1 sample

1 biji

1 biji
1 biji

4.000
7.000

6.000

29.000

5.000
1 1.000
6.000

4.000
3.000
3.000

4.000
6.000





ternak kurang dari 100 kg

ternak 100 kg sampai dengan 200 kg

ternak lebih dari200 kg

1.000

1.500

2.000

PEMAKAIAN KIOS/PERTOKOAN/GUDANG, KOLAIU IKAN DAN KOLAM PEMANCINGAN

a) Kios Pertokoan Pasar Pamenang Pare
b) Kios/Pertokoan Simpang Tiga Ringin Budho Pare
c) Kios/Pertokoan belakang bioskop Mustika Pare
d) Lantai 2 Ruko Pasar Pamenang Pare
e) Kios/Pertokoan Pasar Gurah

0 Kios/Pertokoan Pasar Bendo
g) Kios/Pertokoan Pasar Sayur Brambangan Pare
h) Kios/Pertokoan Jl Letjen Sutoyo Pare
i) Kios/Pertokoan Pasar Kandangan
j) Kios/Pertokoan pasar Pare Lama
k) Kios/Pertokoan Pasar ngadiluwih
l) Kios/Pertokoan Pasar Wates
m) Kios/Pertokoan sekitar TELKOM Wates
n) Kios PLTD (lingkungan Pasar Wates)
o) Kios/Pertokoan Pasar Kras No 1 sld29
p) Kios/Pertokoan Pasar Kras No 30 s/d 34
q) Kios/Pertokoan Pasar Gringging
r) Kios/Pertokoan Pasar Papar No 't s/d 30
s) Kios/Pertokoan Pasar Papar No 31 s/d 33
t) Kios/Pertokoan Pasar Mojo
u) Kios/pertokoan Pasar Ploso
v) Kios/Pertokoan/Ruko di Bogo

lkan di UPTD SAP Badas

pemancingan di UPTD SAP Badas

Kios/Pertokoan Pasar Hewan Tertek
Kios/Pertokoan Pasar Hewan Kras

5.000
5.000
4.000
4.000
5.000
3.500

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.500
5.000
3.500
5.000
3.500
3.000
3.500
2.500
3.500

3.150

1.500

600

5.000
3.500
5.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI

BUPATIKEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

SUPOYO

t r'aE DI PASAR HEWAN

NO PELAYANAN TARIF/MZBULAN (dalam rupiah)

1 2 3

1

2

3

NO PELAYANAN TARIFiM2/BULAN (dalam rupiah)

1 2 3

1

2

3

4

5




